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ABSTRAK

Prosedur penetapan upah minimum yang dilakukan melalui tahapan survey kebutuhan
hidup layak {KHL} Oleh dewan pengupahan propinsi/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri
dari unsur pekerja/buruh,pengusaha,pemerintah dan pakar atau akedimisi telah mengakomodir
kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam hubungan kerja yaitu pekerja/buruh
dan pengusaha. Besarnya hasil survey kebutuhan hidup layak telah disesuaikan dengan
kebutuhan sehari-hari bagi pekerja lajang. Setelah survey kebutuhan hidup layak {KHL]
diketahui besarannya,maka dewan pengupahan menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur
untuk ditetapkan menjadi Upah minimum. Gubernur mempunyai wewenang untuk menaikkan
atau menurunkan besarnya hasil survey kebutuhan hidup layak {KHL] dengan berbagai
pertimbangan sebelum ditetapkan menjadi Upah minimum. Disamping itu bagi pengusaha yang
tidak mampu melaksanakan upah minimum diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan
pemberlakuan Upah minimum. Dengan ketentuan tersebut pekerja/buruh tidak lagi mendapat
perlindungan secara penuh dalam hal pengupahan.

Kata Kunci: Upah minimum,Kebutuhan hidup layak [KHL].
ABSTRACT

Determination procedures minimum wages conducted through the stages of survey living
needs [KHL] by the wage council provincial/distrct/city whose members consist of
representative from employees/workers, Employers/Governments experts and academics have to
accommodate the interest of the parties that are direcity related in the relationshop a working
employers/workers and entropreneur. The magnitude of the living needs survey results have been
adjusted to daily needs for single workers. After the survey living needs {KHL] unknown
magnitude, then the wage council submit these results to the governor>s set to be the minimum
wagw.Governor has the authority to increase or decrease the size of the survey results living
needs {KHL] with a variety of considerations before set to the minimumwage. Besides, for
entrepreneunrs who are not able to implement the minimumwages given the oppoturity to apply
for suspension of enforcement of the minimum wage. With these provisions empoyers/workers
no longer receive full protection in terms of wages.

Key Words: Minimum wage,Living Needs [KHL].
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KESIMPULAN

1. Prosedur penetapan Upah Minimum yang dilakukan melalui tahapan survey Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan Propinsi/Kabupaten/Kota yang anggotanya
terdiri dari unsur Pekerja/Buruh, Pengusaha/ Pemerintah, Pakar dan Akademisi telah
mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam hubungan
kerja yaitu Pekerja/Buruh dan Pengusaha. Besarnya hasil Survey Kebutuhan Hidup
Layak telah disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari bagi pekerja lajang. Setelah survey
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diketahui besarannya, maka Dewan Pengupahan
menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Upah
Minimum. Gubernur mempunyai wewenang untuk menaikkan atau menurunkan besarnya
hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan berbagai pertimbangan sebelum
ditetapkan menjadi Upah Minimum. Disamping itu bagi Pengusaha yang tidak mampu
melaksanakan Upah Minimum diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan
pemberlakuan Upah Minimum. Dengan ketentuan tersebut pekera/buruh tidak lagi

mendapat perlindungan secara penuh dalam hal pengupahan.

2. Keterlibatan semua pihak yang terkait dengan Hubungan kerja maupun Hubungan
industrial, diharapkan mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak sehingga Upah
Minimum yang akan ditetapkan kemudian dapat memberikan perlindungan baik bagi
pekerja/buruh maupun pengusaha. Implementasinya masih banyak pekerja/buruh yang
telah bekerja lebih dari satu tahun hanya dibayar dengan upah sebesar Upah Minimum
yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pekerja/ buruh tidak mampu menolak ketentuan

tersebut karena seolah-olah dengan pemberian upah sebesar Upah Minimum yang telah



ditetapkan sudah memenuhi normatif. Hal ini terjadi karena pemahaman antara

pekerja/buruh dan Pengusaha tentang ketentuan Upah Minimum sangat terbatas.
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